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BUPATI BANGKA SELATAN 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 35 

TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) UNTUK 

TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

bahwa karena belum tercapainya target penerimaan piutang 

pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Bangka Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Adminitrasi 

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola 

Pemerintah Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2686) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pjak Daeah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 14); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan Tahun 2011 Nomor 15); 

16. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 25); 

17. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2014 

tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 26); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 35 TAHUN 

2016 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRASI PIUTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

(PBB-P2) UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA 

PEMERINTAH DAERAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Pokok 

dan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Piutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Untuk 

Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 35) 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 

2018. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal 12 Maret 2018 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

ttd 
 

JUSTIAR NOER 
Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 12 Maret 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 

ttd 

 

SUWANDI 
 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17 
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